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PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL MELALUI PEMILIHAN UMUM 

Oleh: 

Dr. Jayus, SH.,Mhum. 

 

A. Latar Belakang 

Bangsa Indonesia sudah sangat berpengalaman dalam kerangka penyelenggaraan 

pemerintahan negara, dengan berbagai pasang-surut terjadinya perubahan bahkan 

pergantian konstitusi (konstitusi tertulis) yaitu Undang-Undang Dasara Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Dengan 

terjadinya pergantian konstitusi (politik hukum nasional) sudah barang tentu 

berdampak pada perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara atau sistem 

pemerintahanya, yang sangat dimungkinkan berada pada sistem Presidensial atau 

sistem Parlementer. 

Politik hukum nasional sebagaimana dikemukakan oleh Hartono Hadisoeprapto 

dalam Samidjo adalah kebijaksanaan (policy) dari penguasa Negara Republik Indonesia 

mengenai hukum yang berlaku di Negara Indonesia2. Pendapat ini sesuai pula dengan 

pendapat Teuku Mohammad Radhie sebagaimana dikutif Samidjo, yang menyatakan; 

“Adapun politik hukum disini hendak kita artikan sebagai pernyataan kehendak 

penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah 

kemana hukum hendak diperkembangkan”3.   

Berpengalaman tidak pernah menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang 

berkemampuan menentukan pada sistem pemerintahan mana yang tepat sesuai dengan 

karakter bangsa Indonesia, dalam arti tidak selalu berada diantara sistem Presidensial 

atau sistem Parlementer, atau sangat mungkin itulah pilihanya yaitu berada ditengah-

tengah antara sistem Presidensial dan sistem Parlementer, dan ini menimbulkan 

pertanyaan besar apakah sistem ini yang tepat dalam mengelola Negara Republik 

Indonesia sebagai sebuah Negara Kesatuan? Atau dengan kata lain bangsa Indonesia 

sangat memahami akan kekurangan dan kelebihan dari masing-masing sistem tersebut, 

sehingga menjatuhkan pilihannya tidak pada sistem Presidensial murni, akan tetapi 

juga mengandung unsur-unsur dari sistem Parlementer. 

Konstitusi sebagai hukum tertinggi, hendaknya dimaknai bahwa hukum untuk 

manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum, maknanya hukum harus dengan 

                                                           
2 Samidjo, Pengantar Hukum Indonesia, Armico, Bandung ,1993, hlm. 16 
3 Samidjo, Ibid. 
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senantiasa mengikuti dinamika perkembangan tuntutan masyarakat (hukum melayani 

manusia) dalam jangka waktu panjang atau masa depan, artinya hukum peruntukanya 

adalah untuk manusia. Peruntukan disini sangat disadari betul oleh manusia dalam 

rangka menjaga dan sekaligus menciptakan ketertiban agar tidak terjadi benturan antar 

berbagai kepentingan4. Hal ini selaras dengan pendapat Mahfud MD, yang mengatakan 

legal policy atau arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai 

tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian 

hukum lama5. Demikian sebaliknya, manakala manusia untuk hukum (manusia 

melayani hukum), maka manusia akan berusaha dengan berbagai cara untuk 

merekayasa hukum agar berpihak pada kepentinganya, dan yang sudah barang tentu 

akan merugikan bagi pelayanan kepentingan publik atau kepentingan masyarakat 

banyak.  

Sebagaimana dikemukakan oleh Janedjri M.Gaffar, diskursus publik yang 

mengemuka di era reformasi, bahkan mewarnai konstelasi politik munculnya pasangan 

calon Presiden dan Wakil Presiden, adalah mengenai sistem pemerintahan Indonesia6.  

Dikemukakan lebih lanjut banyak pihak menyatakan sistem pemerintahan yang dianut 

dan diparktekan di Indonesia tidak jelas, disatu sisi sistem yang dikembangkan 

memenuhi ciri-ciri umum sistem Presidensial, namun jika dilihat dari sistem 

kepartaianya yang multipartai, dianggap lebih dekat dengan sistem Parlemen. Belum 

lagi Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) dipandang memiliki 

kekuasaan yang lebih besar dan sering memasuki wilayah pemerintah7.  

Mengacu pada pendapat tersebut, sangat diperlukan adanya tekad dan keberanian 

dari berbagai pihak, utamanya adalah pihak penguasa untuk mengambil langkah yang 

tegas guna memperjelas sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, dengan 

mengetenggahkan berbagai pilihan yang memenuhi prinsip dasar sistem Presidensial. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Samidjo, di negara-negara demokrasi dikenal dua 

macam sistem pemerintahan yaitu a) sistem pemerintahan yang kabinet Presidensial, 

dan b) sistem pemerintahan yang kabinet Parlementer dan sistem pemerintahan negara 

Indonesia sekarang adalah Kabinet Presidensial ialah kabinet yang menteri-menterinya 

                                                           
4 Jayus, Penegakan Hukum dan Kekuasaan yang Melayani, disampaikan dalam FGD MPR, Surabaya, 2016. 
5 Mahfud,MD, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2011. 
6 Janedjri M Gaffar, Demokrasi Konstitusional, Praktek Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD , 

1945, Konpress, Jakarta, 2012, hlm.119 
7 Janedjri M Gaffar, Ibid. 
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diangkat oleh Presiden, menteri-menteri hanyalah pembantu Presiden, yang tidak 

bertangung jawab pada Parlemen, tetapi bertangung jawab pada Presiden, baik 

bersama-sama untuk semuanya atau masing-masing untuk bagianya sendiri8. 

B. Identifikasi Masalah             

Menyadari akan ketidaktegasan dalam menentukan pilihan terhadap sistem 

penyelenggaraan pemerintahan Negara sebagaimana terurai pada latar belakang 

tersebut, dapat dikemukakan berbagai permasalahan yang sekiranya mampu menjadi 

langkah awal penguatan sistem Presidensial, yaitu: 

1). Apa langkah pemilihan umum presiden secara langsung oleh rakyat mampu 

memperkuat sistem Presidensial ? 

2)  Apakah sistem multi partai dapat memperjelas dan sekaligus memperkuat  

sistem presidensial ? 

C.  Pembahasan 

Sistem Presidensial telah menjadi pilihan bangsa Indonesia, hal ini terbukti 

sebagaimana ketentuan dalam UUD NRI tahun 1945, khususnya dalam Pasal 17 ayat (1) 

yang menyatakan “ Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara”, dan dalam Pasal 17 

ayat (2) yang menyatakan “ Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh 

Presiden”. 

C.1. Langkah-langkah memperkuat sistem Presidensial 

Mendasarkan pada ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) maupun ayat (2) UUD NRI 

Tahun 1945 secara jelas, bahwa banguan atau konstruksi sistem penyelenggaraan 

pemerintahan negara Indonesia adalah sistem Presidensial, artinya keberadaan 

menteri-menteri sebagai pembantu Presiden yang diangkat dan diberhentikan oleh 

Presiden sangat tergantung pada Presiden. Ketentuan ini sekaligus juga mempertegas 

bahwa kewenangan Presiden tersebut tidaklah dapat dimasuki atau diinterfensi oleh 

lembaga manapun, terutama lembaga DPR yang senyatanya menurut UUD NRI Tahun 

1945 memiliki kekuasaan yang besar. Kekuasaan besar DPR dapat dilihat dari berbagai 

ketentuan yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945, maupun yang ada dalam berbagai 

peraturan perundang-undangan, utamanya undang-undang tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan 

                                                           
8 Samidjo, Op Cit. 
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut MD3), yang merupakan hasil 

keputusan politik DPR bersama Presiden.   

Presiden sebagai lembaga utama dalam penyelenggara pemerintahan negara, sudah 

barang tentu sebagai lembaga yang mempertangungjawabkan atas penyelenggaraan 

pemerintahan negara, dengan kata lain tangung jawab akhir  penyelenggaraan 

pemerintahan negara berada ditangan Presiden dan karenanya tepat pilihan bangsa 

Indonesia akan pengisian jabatan Presiden melalui pemilihan umum secara langsung 

oleh rakyat. Pemilihan Presiden dimaksud tidak hanya sebatas sebagai bentuk 

pelaksanaan ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945, namun juga dalam rangka 

legitimasi kekuasaan yang dimiliki. Disini berarti makin tinggi tingkat legitimasi atau 

kepercayaan rakyat, makin kuat pula kedudukan Presiden jika dibandingkan dengan 

lembaga lainya, dengan kata lain dalam sistem Presidensial posisi Presiden adalah 

pengendali atau penangungjawab utama penyelenggaraan pemerintahan negara. 

Sebagaimana dikemukakan oleh  Janedjri M Gaffar, dalam sistem presidensial 

pemegang kekuasaan pemerintahan adalah Presiden, yang terpisah dengan 

kelembagaan parlemen. Pemisahan ini diperkuat dengan ligitimasi politik yang sama 

antara Presiden dengan parlemen, yaitu sama-sama dipilih oleh rakyat9. Pengertian 

sama-sama dipilih rakyat membuktikan adanya kesamaan bahwa kedua lembaga 

tersebut merupakan refrensentasi politik rakyat, yang sudah barang tentu jika dilihat 

dari unsur pemilihan rakyat sesungguhnya posisi Presiden jauh legitimed bila 

dibandingkan dengan hasil pemilihan anggota DPR. Dikemukakan lebih lanjut oleh 

Janedjri M Gaffar bahwa dalam jabatan Presiden juga terdapat unsur sebagai wakil 

rakyat terutama untuk menjalankan pemerintahan, dan dalam menjalankan 

pemerintahan Presiden dibantu oleh Wakil Presiden, dan menteri-menteri yang 

sepenuhnya diangkat, diberhentikan dan bertangung jawab kepada Presiden10. 

Pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 6A 

UUD NRI Tahun 1945, dari sudut pandang demokrasi sebagaimana dikemukakan oleh 

Harjono, mempunyai legitimasi yang tinggi karena kehendak mayoritas rakyatlah yang 

menentukan siapa yang terpilih menjadi Presiden, dengan harapan bahwa Presiden 

terpilih tidak hanya punya dasar legitimasi, tetapi juga Presiden yang dapat memimpin 

                                                           
9 Janedjri M Gaffar, Op Cit.  
10 Janedjri M Gaffar, Ibid. 
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rakyat untuk mencapai tujuan bersama11. Tujuan tersebut hakekatnya adalah demi 

terwujudnya tujuan dibentuknya suatu pemerintahan negara sebagaimana 

diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, terutama dalam alenia ke IV 

yang menyatakan; ...untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 

memajukan kesejahteraan umum.........dan keadilan sosial. Disamping itu pemilihan 

Presiden secara langsung sesungguhnya merupakan langkah utama dalam kerangka 

memperjelas dan sekaligus memperkuat sistem Presidensial (sistem kabinet 

presidensial), yang dapat diartikan bahwa sistem Presidensial terbangun atas dasar 

pimilihan yang dilakukan oleh rakyat.  

Sistem kabinet presidensial menempatkan Presiden pada posisi yang kuat sesuai 

dengan masa jabatanya yang telah ditentukan secara pasti (fix term), artinya bahwa 

Presiden tidak dapat dilengserkan atau dijatuhkan ditengah masa jabatan, kecuali ada 

alasan yang kuat telah terjadi pelanggaran hukum tertentu sebagaimana diatur dalam 

Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan; “ Presiden dan/atau Wakil Presiden 

dapat diberhentikan dalam masa jabatanya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas 

usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran 

hukum berupa pengkianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tidak pidana berat 

lainya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat 

sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”. 

Oleh karenanya dalam sistem presidensial penulis sepaham dengan apa yang 

dikemukakan Janedjri M Gaffar, bahwa pada prinsipnya kekuasaan penyelenggaraan 

pemerintahan sepenuhnya berada di tangan Presiden, artinya segala urusan yang 

terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan mulai dari penentuan program 

pembangunan, alokasi anggaran, kebijakan pelaksanaan pemerintahan, hingga 

pengangkatan pejabat-pejabat dalam lingkungan pemerintahan merupakan wewenang 

Presiden12. Memepertegas kewenangan Presiden dalam berbagai hal tersebut, 

sesungguhnya juga merupakan langkah lain dalam memperkutan sistem presidensial 

dan jika tidak ingin ada pendapat kedudukan Presiden semakin melemah dengan 

penggunaan sistem multi partai atau partai jamak (banyak partai). 

 

                                                           
11 Harjono, Transpormasi Demokrasi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 

Jakarta, 2009, hlm.157 
12 Jenedjri M Gaffar, Loc Cit. 
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C.2. Multi Partai dalam Sistem Presidensial 

Guna mendapatkan jawaban dalam rangka memperjelas dan sekaligus memperkuat 

sistem presidensial penyelenggaraan pemerintahan negara, dipandang perlu 

melakukan berbagai upaya-upaya lain yang sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia 

berkonstitusi melalui perbaikan berbagai peraturan perundang-undangan yang 

mempertegas pengaturan tentang kedudukan, maupun wewenang Presiden dan 

hubungan antara Presiden sebagai lembaga eksekutif dengan legislatif, dengan prinsip 

saling mengawasi dan mengimbangi ( checks and balances) dalam prinsip pemisahan 

kekuasaan selaras dan sesuai dengan tujuan konstitusi.  

Sebagaimana dikemukakan oleh Harjono, mencapai tujuan konstitusi paling tidak 

ada tiga aspek yang mempunyai pengaruh signifikan, yaitu institusi, infrastruktur dan 

budaya politik13. Institus adalah institusi kenegaraan sebagaimana diatur dalam UD NRI 

Tahun 1945, sedang infrastruktur adalah sistem yang menjadi pensuplai pemeran 

dalam institusi-institusi negara, dan budaya politik atau kultur olitik adalah faktor-

faktor internal masyarakat yang dapat mempengaruhi perilaku politiknya. Dijelaskan 

lebih lanjut infrastruktur yang langsung akan mensuplai adalah sistem kepartaian yang 

ada, karena meskipun pemilihan Presiden dilaksanakan secara langsung namun pola 

rekrutmenya melalui partai politik14. 

Sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang 

menyatakan, “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik 

atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan 

umum”. Pemaknaanya pecalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden bisa 

diusulkan oleh satu partai politik dan juga bisa oleh gabungan partai politik dalam 

pemilihan umum (selanjutnya disebut Pemilu). Menarik untuk dipertanyakan apakah 

dengan pencalonan seperti ini infrastruktur (partai politik) mampu menopang sistem 

presidensial? Jika terdapat satu partai politik pemenang Pemilu, maka wajar dan 

seharusnya partai politik secara sendiri mencalonkan pasangan calon Presiden dan 

Wakil Presiden, namun jika tidak terdapat perolehan suara mayoritas dalam Pemilu 

legislatif, maka pecalonan dilakukan melalui gabungan partai politik. 

Negara Republik Indonesia yang menganut faham demokrasi dengan sistem multi 

partai atau partai banyak adalah merupakan sebuah kewajaran, namun dalam negara 

                                                           
13 Harjono, Op Cit. 
14 Harjono, Ibid. 
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dalam sistem presidensial hal tersebut sudah barang tentu masih bisa dipertanyakan 

ulang keterkaiatan yang signifikan dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil 

Presiden oleh partai politik utamanya oleh gabungan partai politik. Hal tersebut sejalan 

dengan apa yang dikemukakan oleh Mukthie Fadjar, bahwa parpol memiliki posisi 

strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, karena untuk menyeleksi orang-orang 

yang akan menduduki jabatan-jabatan penting dalam negara, yakni Presiden dan Wakil 

Presiden, anggota DPR dan DPRD, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus 

dilakukan lebih dahulu oleh parpol. Tanpa lewat “embarkasi” parpol tak mungkin 

seseorang dapat menjadi Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan DPRD, Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah15.  

Pendapat ini hanya sebatas hendak menegaskan tentang pencalonan seseorang yang 

akan menduduki jabatan tertentu, bukan berarti menafikan calon perseorangan yang 

tidak berangkat dari seleksi parpol, walaupun juga tidak ada jaminan seseorang yang 

dicalonkan dari parpol tentu akan menang dan menduduki jabatan. Namun kiranya 

menarik untuk dicermati jika pencalonan Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh 

gabungan parpol, dan menarik karena akan bedampak pada penyelenggaraan 

pemerintahan negara dalam sistem presidensial. Sebagaimana pendapat Janedjri M 

Gaffar bahwa dalam sistem presidensial, pembentukan dan masa jabatan Presiden tidak 

ditentukan oleh kekuatan dalam lembaga legislatif, Presiden mendapatkan mandat dan 

legitimasi dari rakyat melalui Pemilu, bukan dari partai politik yang mengusungnya. 

Legitimasi Presiden bukan dari suara yang diperoleh partai politik pengusul pada saat 

Pemilu legislatif, melainkan diperoleh dari suara rakyat pada saat Pemilu Presiden dan 

Wakil Presiden16. 

Praktek ketatanegaraan Indonesia, sistem multi partai (banyak partai) dengan 

sistem presidensial terdapat keterkaitan yang tidak mungkin dihindari yaitu terbukti 

semakin besar dukungan partai dalam lembaga legislatif pada Presiden, semakin 

memperkuat kedudukan Presiden dan sekaligus memperkuat pula sistem presidensial. 

Namun demikian tetap harus dilakukan upaya penyederhanaan partai politik dalam 

sistem presidensial (utamanya partai politik yang dapat mengusulkan pencalonan 

Presiden dan Wakil Presiden), dengan maksud agar penyelenggaraan pemerintahan 

negara dapat berjalan sesuai tujuan konstitusi yaitu adanya stabilitas pemerintahan, 

                                                           
15 Mukthie Fadjar, Partai Poltik dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia, Setara Press, Malang, 

2012, hlm.107 
16 Janedjri M Gaffar, Loc Cit 
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politik, rasa nyaman dan aman yang berkeadilan sosial. Penyerdehanaan partai politik 

dapatdilakukan dengan berbagai upaya,dengan catatan tidak menutup kebebasan 

berserikat bagi masyarakat.  

Tanpa bermaksud mengekor pada negara-negara dengan sistem multi partai atau 

banyak partai politik yang telah menjalankan dengan baik, namun senyatanya hanya 

dua partai politik yang mempunyai kekuatan besar, penyerdehanaan partai politik 

dalam sistem presidensial Indonesia dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai 

upaya untuk kepentingan jangka panjang yang harus dilaksanakan secara terus 

menerus dan konsisten diantaranya melalui instrumen hukum: 

a) persyaratan pendirian partai politik; 

b) persyaratan mengikuti Pemilu; 

c) persyaratan memperoleh kursi di lembaga legislatif; 

d) persyaratan perolehan suara untuk pemilu berikutnya; 

Penyerhanaan partai politik dapat juga  dengan cara melakukan koalisi 

permanen yang berbasiskan pada kehendak yang sama baik berbasis nasiolais maupun 

relegius. Dengan koalisi permanen tersebut diharapkan akan lahir pendewasaan 

terhadap kader partai politik untuk selalu berorientasi pada kepentingan bangsa dan 

negara,  dengan kata lain akan mendorong lahirnya modernisasi organisasi khususnya 

organisasi partai politik. Dengan penyerdehanaan partai politik maka akan berdampak 

secara positip terutama pada proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yaitu 

hanya partai politik yang memenuhi persyaratan tertentu yang  dapat mencalonkanya, 

tanpa lagi menggunakan atribut gabungan partai politik.   

D.Kesimpulan dan Saran 

Dari pembahasan sebagaimana yang tersebut dapat disimpulkan: 

1.  Pencalonan Presiden melalui partai politik dan bukan gabungan partai 

politik dalam pemilihan umum Presiden secara langsung oleh rakyat 

merupakan langkah strategsi penguatan terhadap sistem presidensial. 

2. Sistem multi partai (banyak partai) yang terbatas mempunyai keterkaitan 

yang cukup signifikan dalam sistem presidesial. 
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Saran-saran/rekomendasi 

1. Dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap UUD NRI Tahun 

1945, khususnya tarhadap Pasal 6A ayat (2), sehingga cukup “Pasangan calon 

Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik”. 

2. Dipandang perlu mensegerakan penyerdehanaan partai politik dengan 

persyaratan tertentu atau dilakukan koalisi partai politik secara permanen 

yang berbasis relegiuas atau nasionalis.                                               
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